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ABSTRAK

Thailand dan Malaysia sebagai negara berbentuk monarki konstitusional
yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer, tentu menjamin
perlindungan atas hak asasi manusia terutama dalam hal nya kebebasan berekspresi
masyarakat tiap negara itu sendiri. Kemudian menjadi penting bagi pemerintahan
negara demokrasi untuk menerima kritik serta saran dari masyarakat sebagai salah
satu bentuk kontribusi warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bernegara.
Namun dalam pemenuhan hak kebebasan berekspresi tentunya terdapat pembatasan
serta kewajiban yang perlu dipatuhi oleh masyarakat dalam pengimplementasian
hak kebebasan berekspresi yang dimilikinya. Salah satu pembatasan terhadap
kebebasan berekspresi yang kerap ditemukan pada negara dengan bentuk monarki
adalah lése-majesté. Pembatasan tersebut diterapkan terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh masyarakat kepada Penguasa yang berdaulat serta harkat serta
martabat seorang Penguasa sebagai wakil dari suatu kekuasaan yang berdaulat.
Aturan hukum mengenai /lése-majesté di kedua negara memiliki kendalanya
masing-masing, kendala tersebut dapat ditemukan baik pada isi dan/atau format
peraturan [lese-majesté itu sendiri yang mengakibatkan kekeliruan terhadap
penafsiran isi pasal serta penanganan dari kasus-kasus penerapan aturan /ése-
majeste.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan komparatif hendak meneliti bagaimana lése-majesté
diatur dan diberlakukan di dalam dua negara dengan bentuk monarki konstitusional
yang menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer serta pengaruhnya
terhadap hak kebebasan berekspresi tiap warga negara. Atas penelitian ini,
ditemukan bahwa hukum /ése-majesté yang berlaku di Thailand dan Malaysia telah
membatasi hak kebebasan berekspresi masyarakatnya secara berlebihan yang
menyebabkan ketakutan dalam mengungkapkan pendapat dan kritik terhadap

penguasa.

Kata Kunci: Hukum Hak Asasi Manusia, Hak Kebebasan Berekspresi, Lése-
Majeste.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Penangkapan terhadap warga negara atas penghinaan atau pencemaran
nama baik terhadap penguasa di suatu negara telah terjadi di beberapa negara
terutama Thailand dan Malaysia. Dasar penangkapan tersebut didasari atas
anggapan bahwa pendapat baik secara lisan maupun tulisan dianggap telah
merendahkan martabat penguasa seperti Raja dan keluarganya. Hal ini
memunculkan pertanyaan bagaimana pengaturan dan tolak ukur merendahkan
martabat atau penghinaan terhadap penguasa yang lebih dikenal juga sebagai
lese-majesté serta perlindungan kebebasan berekspresi warga negara dalam
kehidupan sehari-hari.

Kehadiran pasal dengan materi muatan hukum /ése-majesté menyebabkan
tidak terpenuhinya hak asasi manusia warga negara Thailand dan Malaysia. Hak
asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk
melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau
pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara.! Lése-majesté merupakan
frasa yang berasal dari bahasa perancis dan diartikan sebagai “a crime (such as
treason) committed against a sovereign power / an offense violating the dignity

”2 atau

of a ruler as the representation of a sovereign power / injured majesty
dapat diartikan juga sebagai kejahatan yang dilakukan terhadap penguasa yang
berdaulat dan melanggar harkat serta martabat seorang penguasa sebagai wakil
dari suatu kekuasaan yang berdaulat.

Vienna Declaration and Programme of Action mengartikan hak asasi
manusia dalam butir 5 (lima) nya sebagai “semua hak asasi manusia adalah
universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait”.

Manusia memiliki hak asasi manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh

masyarakat atas berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata karena

" Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan, (Y ogyakarta:Thafa
Media), 2019, hlm 2.

2 Merriam Webster Dictionary, Lése-Majesté Definition & Meaning, diakses dari
https://www.merriam-webster.com/dictionary/lése-majesté pada tanggal 15 Mei 2022.




martabatnya sebagai manusia.’ Maka berdasarkan pengertian hak asasi manusia
yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya hak asasi
manusia dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang latar belakang, ras,
agama, warna kulit serta kewarganegaraan seseorang.

Bentuk-bentuk hak asasi manusia menurut The Universal Declaration of
Human Rights atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang selanjutnya
disebut sebagai DUHAM menyatakan bahwa hak asasi manusia meliputi hak
personal, hak legal, hak politik, hak substitusi, hak ekonomi dan hak sosial.*
Salah satu hak asasi manusia yang dianggap penting sebagai seorang individu
adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat yang merupakan hak personal.
Kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut telah diatur dalam Pasal 19
DUHAM vyang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat
dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa
intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui
media apapun tanpa memandang batas negara’.

DUHAM sendiri merupakan pendapat internasional yang tidak mengikat
secara hukum namun perlu diketahui bahwasanya agar suatu negara dapat
menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut sebagai
PBB, maka ia harus menyepakati syarat keanggotaan PBB dan salah satu syarat
tersebut adalah DUHAM. Semua anggota PBB sepakat untuk menghormati
hak asasi manusia ketika mereka masuk ke dalam PBB.°> Atas kesepakatan
terhadap DUHAM, maka negara menjadi memiliki tanggung jawab berupa
menghormati hak asasi manusia dan merespon pada pelanggaran yang
mungkin terjadi serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan
kepada para pihak untuk membuat suatu lingkungan dimana semua orang
menghormati hak asasi manusia masing-masing individu.® Bentuk kewajiban

negara dalam pemenuhan hak asasi manusia terdiri dari tiga bentuk yaitu

8 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, (Ithaca and London:Cornell
University Press), 2003, hlm 7.

4 Firdaus Arifin, Op.Cit, hlm. 48-49.

5 Prof. Phillip Alston dan Prof. Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia,
(Yogyakarta:PUSHAM UII), 2008, hlm. 89.

8 Denindah Olivia, Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,
Rio Law Journal Vol. 1 No.2, 2020, hlm. 5.



kewajiban untuk menghormati dengan tidak melakukan campur tangan
terhadap hak sipil warga negara, kewajiban untuk memenuhi hak warga
negaranya serta melindungi masyarakatnya dengan memastikan tidak adanya
pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga.” Namun perlu diketahui
bahwasanya hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi oleh hukum dengan
tujuan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, perlindungan
keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat.?
Thailand yang merupakan salah satu anggota PBB telah menjadi anggota PBB
semenjak 16 Desember 1946 sedangkan Malaysia telah menjadi anggota PBB
sejak tanggal 17 September 1957.° Maka dapat diartikan baik Thailand maupun
Malaysia sebagai salah satu anggota PBB berkomitmen akan menghormati hak
asasi manusia termasuk kebebasan berekspresi masyarakatnya.

Sebagai negara demokrasi, memberikan kritik dan saran kepada
pemerintah adalah salah satu kontribusi warga negara dalam membentuk
negara demokrasi untuk mencerdaskan kehidupan bernegara. Pemberian kritik
dan saran juga merupakan salah satu sarana dalam pemenuhan hak kebebasan
berekspresi dan berpendapat sehingga dalam hal ini timbul pertanyaan apa
pengaruh hukum /ése-majesté terhadap hak kebebasan berekspresi masyarakat
Thailand dan Malaysia serta seberapa penting hukum ini untuk tetap

menerapkan hukum ini di Thailand dan Malaysia.

1.2. Rumusan Masalah
Dalam mengkhususkan permasalahan yang hendak dibahas dalam
penulisan ini, penulisan akan mengemukakan permasalahan utama sebagai

berikut:

" Dr. Serlika Aprita S.H., M.H. dan Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H, Hukum dan Hak Asasi Manusia,
(Bogor:Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 78-79.

8 Emily Howie, Protecting the Human Right of Freedom of Expression in International Law,
International Journal of Speech-Language Pathology, 20: 12-15, 2018, hlm. 13, diakses dari
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17549507.2018.1392612?needAccess=true pada
tanggal 2 Oktober 2021.

9 United Nations, Member States, diakses dari https://www.un.org/en/about-us/member-
states#gotoT pada tanggal 23 Agustus 2021.




1. Bagaimana /lése-majesté diatur dan diberlakukan di dalam dua negara
dengan bentuk monarki konstitusional menganut sistem pemerintahan
demokrasi parlementer?

2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana /ése-majesté bersentuhan

dengan hak asasi warga negara untuk bebas menyatakan pendapat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di atas maka tujuan

dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan hukum dan penegakan
hukum /ése-majesté di Thailand dan Malaysia yang menganut sistem
pemerintahan monarki konstitusional serta pengaruhnya terhadap hak
kebebasan berekspresi masyarakat dalam memberikan pendapat atau
kritik terhadap pemerintah; dan

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam pengaturan dan
penegakan hukum /ése-majesté di Thailand dan Malaysia serta
menganalisis seberapa penting dan berguna dalam mempertahankan

hukum dengan materi muatan /ése-majeste.

1.4. Manfaat Penelitian
1. Kegunaan Teori
Penelitian yang dimaksudkan oleh penulis diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan masukan, saran, kajian bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang Perbandingan Hukum serta Hukum Hak Asasi
Manusia mengenai urgensi penghapusan materi muatan hukum /ése-
majesté terhadap kebebasan berekspresi di Thailand dan Malaysia.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini dimaksudkan dan diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi peneliti, akademisi, pemerintah dan pihak-pihak yang membaca.
Manfaat tersebut akan berupa suatu pengetahuan mengenai hal yang dikaji
oleh penulis yaitu apakah Indonesia perlu menghidupkan kembali hukum

dengan materi muatan /ese-majesté dengan melihat keadaan di sekitar



Indonesia seperti Thailand dan Malaysia yang tidak memenuhi hak asasi
manusia masyarakatnya terutama hak kebebasan ekspresi karena kehadiran
Pasal 112 Thailand Penal Code dan Sedition Act 1948 yang bermuatan
lese-majesté. Selain itu juga dapat dijadikan pelajar bahwa hukum yang
bermuatan /ése-majesté dapat membungkam masyarakat dalam

memberikan kritik atau pendapat atas kinerja pemerintahan.

1.5. Metode Penelitian
Metode Penelitian Perbandingan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode komparatif atau
perbandingan hukum. Pendekatan komparatif'® sendiri adalah pendekatan
yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan
undang-undang dari satu atau lebih negara lain yang mengenai hal yang sama.
Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan
di antara undang-undang tersebut. Penulis berharap bahwa dengan
menggunakan penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan
pendekatan komparatif akan memberikan argumentasi yuridis terkait fakta
serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menyelesaikan
permasalahan sebagaimana yang dikaji oleh penulis. Objek perbandingan
dalam penulisan hukum ini adalah ketentuan pidana tentang hukum /ése-
majesté dan sistem ketatanegaraan di kedua negara yang berbeda yaitu
Thailand yang menganut bentuk kerajaan dan Malaysia menganut bentuk
wilayah kesultanan.

Lebih lanjut, akan dicari sumber dari berbagai macam undang-undang,
jurnal dan literatur lainnya. Selain itu, penulis juga membandingkan literatur
yang satu dengan yang lainya guna mencari kebenaran dan kesesuaian yang
ada guna memecahkan jawaban dari yang dipertanyakan. Maka, metode ini
merupakan jenis metode yang mendapatkan dukungan data terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Hukum Primer adalah seperangkat norma, aturan atau kaidah yang

10 Nommensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT.Bumi Intitama Sejahtera), 2009,
hlm. 74.



terdapat dalam hukum positif nasional seperti perundang-undangan,
yurisprudensi atau putusan pengadilan serta hukum internasional yang
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, berupa:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand / Thailand Penal
Code
2. Sedition Act 1948

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang akan digunakan merupakan bahan atau
pustaka yang isinya mengenai informasi tentang bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam hal ini berupa buku-buku
yang berkaitan, jurnal-jurnal hukum yang memiliki keterkaitan dengan hal
tersebut, makalah, artikel pendukung, dokumen serta media cetak yang

berasal dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam hal ini merupakan
bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum nomor 2 yakni bahan
hukum primer yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia dan laman
internet terpercaya yang digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang

berkaitan dengan penulisan ini.

1.6 Rencana Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas terkait latar belakang yang
mengandung permasalahan hukum yang hendak diteliti. Selanjutnya,
permasalahan tersebut akan dituangkan dalam beberapa rumusan masalah serta
tujuan dan manfaat dari penelitian yang dibuat oleh penulis. Seirama dengan
hal tersebut, bab ini akan memberikan penjelasan terkait pendekatan yang akan
dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab ini.

Kemudian, bab ini juga akan menjelaskan terkait sistematika penulisan.

BAB 2 PENGATURAN DAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN LESE-



MAJESTE DI THAILAND

Dalam bab ini memuat sejarah kerajaan Thailand, tata negara Thailand
dan sejarah terbentuknya hukum /ése-majesté di Thailand, pengaturan hukum
lese-majesté di Thailand sekarang serta penerapan hukum /lése-majesté di

Pengadilan Thailand.

BAB 3 PENGATURAN DAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN LESE-
MAJESTE DI MALAYSIA

Bab ini akan memuat sejarah kerajaan Malaysia, tata negara Malaysia
dan sejarah terbentuknya hukum /ese-majesté di Malaysia, pengaturan hukum
lese-majesté di Malaysia sekarang serta penerapan hukum /lese-majesté di

Pengadilan Malaysia.

BAB 4 ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENGATURAN
DAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN LESE-MAJESTE DI
THAILAND DAN MALAYSIA

Bab ini akan berisi tentang perbedaan dan persamaan antara Thailand
dan Malaysia dalam pengaturan hukum /ése-majesté di kedua negara, politik
hukum atas hukum /lese-majesté serta dalam hal praktek pengadilan atas
implementasi dan penanganan pelanggaran hukum /ése-majest¢ di kedua
negara. Bab ini juga akan memuat penjelasan atas tindakan seperti apa yang
tergolong sebagai lese-majesté di kedua negara serta kesimpulan dari analisis

perbandingan yang dilakukan.
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